ABSTRAK

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain
narkoba, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan
Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika
Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu
pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi
penggunanya. Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah
psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi
atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini presepsi itu disalahgunakan
akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba
sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba
dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Narkotika melibatkan semua
kalangan termasuk pada anak-anak Prosedur penyelesaian tindak pidana yang
dilakukan anak yang mengacu kepada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang
sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 7 yang seharusnya dalam usia anak
tersebut masuk ke tahap diversi. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus
didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana
atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan
dan bermanfaat bagi anak. Narkoba sendiri diatur dalam undang-undang No. 35
Tahun 2009 untuk kasus ini narkotika yang digunakan adalah jenis sabu yang
berbahan dasar dari zat kimia yang diatur dalam pasal 112 undang-undang No. 35
tahun 2009. Untuk para penyalahgunaan terhadap anak diharuskan menjalani
proses rehabilitasi yang diatur dalam pasal 127 UU No0.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Dan sesuai Pasal 54 UU No0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
mengatur bagi pencandu narkotika yang dilakukan oleh korban penyalahgunaan
narkotika terhadap anak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitsi social
dengan mendasari pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Hukum
Perlindungan Anak sebagaimana diartikan bahwa seseorang yang belum berusia
18 ( delapan belas ) tahun adalah anak, dan berhak untuk mendapatkan proses
Diversi yang diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2012 dengan
pertimbangan anak masih dibawah umur dan bukan merupakan suatu pengulangan
tindak pidana agar anak tidak merasa tertekan dalam masa proses peradilan.
Namun Proses pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi medis yang
dilakukan oleh yayasan dan rumah sakit atau rehabilitasi sosial yang dilakukan
oleh menteri sosial, yaitu : Balai Permasyarakatan ( BAPAS ) atau Lembaga
Pembinaan Khusus Anak ( LPKA).





